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Abstract: Nursing services have great leverage to achieve development goals in the health 

sector. Nursing as a professional staff is responsible for providing nursing services according 

to the competence and authority possessed independently or in collaboration with members of 

the health team. The aim of the research was to identify the relationship between the planning 

function of the head of the room and the performance of the executive nurse at RSU Mayjen H. 

AThalib, Sungai Full City in 2023. This research used a cross sectional approach, with a 

sample size of 65 people. Variables were analyzed univariately and bivariately with SPSS. The 

research results showed that the largest age group was 20 – 29 years (49.2%), gender was 

mostly female (80%), educational level was mostly DIII Nursing (69.2%), working period 1 – 5 

years (53.8% ). Civil servant employment status (50.8%) THL (49.2%). More than half 

(56.9%) stated that the planning function of the head of the room was good. The performance 

of 41 nurses (63.1%) was good. The results of the Fisher Exact Test statistic were p = 0.000 

(p<0.05), (OR) 3.919 times greater for carrying out the planning function compared to 

respondents with good performance. Conclusion: There is a relationship the planning function 

of the head of the room with the performance of the implementing nurse at the Mayjen H.A 

Talib Regional Hospital, Sungai Banyak City. Nursing staff are expected to improve their 

performance in providing nursing care services so that the quality of hospital services 

increases in accordance with community expectations and hospital service management. 
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Abstrak: Pelayanan keperawatan memiliki daya ungkit yang besar untuk mencapai tujuan 

pembangunan bidang kesehatan. Keperawatan sebagai tenaga professional bertanggung jawab 

memberikan pelayanan keperawatan sesuai kompetensi dan kewenangan yang dimiliki secara 

mandiri maupun bekerjasama dengan anggota tim kesehatan. Tujuan penelitian untuk 

mengidentifikasi hubungan fungsi perencanaan kepala ruangan dengan kinerja perawat 

pelaksana di RSU Mayjen H.AThalib Kota Sungai Penuh Tahun 2023. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan cross sectional, jumlah sampel 65 orang. Variabel di analisis secara 

univariat dan bivariat dengan SPSS. Hasil penelitian kelompok umur terbanyak 20 – 29 tahun 

(49,2%), Jenis kelamin  lebih banyak perempuan (80%), tingkat pendidikan lebih banyak DIII 

Keperawatan  (69,2%), Masa kerja 1 – 5 tahun  (53,8%). Status kepegawaian PNS (50,8%) 

THL (49,2%). Fungsi perencanaan kepala ruangan lebih separuh (56,9 %) menyatakan di 

ruang rawat baik. Kinerja perawat pelaksana 41 (63,1 %) baik, Hasil uji statistic Fisher Exact 

Test p = 0,000 (p<0,05), (OR) 3,919 kali lebih besar untuk melakukan fungsi perencanaan 

dibandingkan dengan responden dengan kinerja baik.Kesimpulan ada hubungan fungsi 

perencanaan kepala ruangan dengan kinerja perawat pelaksana di RSUD Mayjen H.A Thalib 

Kota Sungai Penuh. Tenaga keperawatan diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam 

memberikan pelayanan asuhan keperawatan agar mutu pelayanan rumah sakit 

meningkat.sesuai dengan harapan masyarakat dan manajemen pelayanan rumah sakit. 

Kata Kunci:  Manajemen, Perencanaan, Perawat, Kinerja. 

 

A.Pendahuluan  

Menurut WHO, ada tiga komponen penting yang merupakan satu kesatuan dalam 

defenisi sehat yaitu sehat jasmani, mental dan spiritual. (World Health Organization, 2017). 

Undang-undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 memberikan batasan tentang kesehatan adalah 

keadaan sehat, baik secara fisik,mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap 

orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (Fauziyah et al., 2021). Rumah sakit 

merupakan penyedia pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 
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Kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan akan memengaruhi kenyamanan dan kepuasan 

pasien (Henri, 2018). Pengalaman yang pasien peroleh dari pelayanan yang diberikan akan 

mempengaruhi pemilihan rumah sakit yang mereka gunakan untuk  mengatasi masalah 

Kesehatan (Fauziyah et al., 2021) . Penelitian (Salakory & Parinussa, 2021)  mengatakan 

bahwa masih banyak rumah sakit yang memberikan pelayanan yang kurang memuaskan, 

sehingga berdampak pada kepuasan pasien yang tidak mau berobat kembali di rumah sakit 

tersebut. 

Pelayanan keperawatan sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan mempunyai 

daya ungkit yang besar dalam mencapai tujuan pembangunan bidang kesehatan. Keperawatan 

sebagai profesi dan perawat sebagai tenaga professional bertanggung jawab untuk memberikan 

pelayanan keperawatan sesuai kompetensi dan kewenangan yang dimiliki secara mandiri 

maupun bekerjasama dengan anggota tim kesehatan lain (Rahman et al., 2020). Pelayanan 

keperawatan yang bermutu merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh perawat. Pelayanan 

keperawatan yang bemutu memerlukan tenaga professional yang didukung oleh faktor internal 

antara lain motivasi mengembangkan karir professional dan tujuan pribadinya serta faktor 

eksternal, antara lain kebijakan organisasi, kepemimpinan, struktur organisasi, sistem 

penugasan dan sistem pembinaan  (Fauziyah et al., 2021). 

Menurut Henry Fayol dalam  (Salakory & Parinussa, 2021)  fungsi-fungsi manajemen 

terdiri dari Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organizing), Pengkoordinasian 

(Coordinating), Pengendalian (Controling). Sedang menurut George Terry dalam (Ni Yoman 

Sintari, 2022)  menyatakan fungsi manajemen terdiri dari Planning, Organizing, Actuating, 

dan Controlling. Manajemen sebagai seni mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui 

kegiatan orang lain. Tanggung jawab manajer keperawatan adalah untuk memecahkan masalah 

mengenai pemeliharaan kesehatan, antara lain hal-hal yang menyebabkan penyakit, struktur 

organisasional, pemberian perawatan, komunikasi antar perseorangan, distribusi bahan dan 

pegawai, dan hubungan masyarakat – lembaga. Dengan demikian para manajer dalam suatu 

organisasi lebih dituntut memiliki human skills dari pada keterampilan teknis (Siagian,2005) 

dalam (Rahman et al., 2020). 

Penelitian yang dilakukan oleh (Salakory & Parinussa, 2021) tentang pelaksanaan fungsi 

manajemen kepala ruangan dengan kepuasan kerja perawat pelaksana di ruang rawat inap 

rumah sakit x Ambon ditemukan pelaksanaan fungsi manajemen kepala ruangan masih belum 

optimal sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala ruangan yang meliputi 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Rumah sakit Mayjen H.A 

Thalib Kabupaten Kerinci adalah satu-satunya Rumah Sakit kelas C milik pemerintah daerah 

yang memberikan pelayanan kesehatan di Kabupaten Kerinci. RSU Mayjen H.AThalib 

Kabupaten Kerinci memiliki jumlah kunjungan selama tahun 2021 mencapai 311.837 jiwa. 

RSU ini sebagai pusat rujukan dari puskesmas- puskesmas di sekitar kabupaten Kerinci dan 

Sungai Penuh yang memiliki pelayanan rawat jalan, rawat darurat, rawat inap, radiologi, 

rehabilitasi medik, laboratorium dan farmasi.. Menjawab kebutuhan RSU Mayjen H.AThalib 

Kabupaten Kerinci ke depan sebagai pusat rujukan di daerah kabupaten kota dan sekitarnya 

diperlukan program dan penajaman skala prioritas berdasarkan tuntutan masyarakat akan 

pelayanan yang berkualitas (Rekam Medik, 2023)   

   

B.Metodologi Penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan desain cross sectional. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh perawat pelaksana di RSU Mayjen H.A Thalib Kota Sungai 

Penuh. Pengolahan data dilakukan mulai dari editing, coding, entry, cleaning dan tabulating 

serta dianalisa secara univariat dan bivariat dengan uji chi-square. 

 

C.Hasil dan Pembahasan 

1.Hasil Penelitian 

Tabel 1. Distribusi frekuensi Berdasarkan Perencanaan  Kepala Ruangan 

Perencanaan f % 

Kurang 28 43,1 
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Baik 37 56.9 

Jumlah 65 100 

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa dari 65 responden yang diteliti terdapat lebih dari 

separuh yaitu 37 (56,9 %) responden yang menyatakan perencanaan di ruang rawat baik dan 

28 (43,1%) responden yang menyatakan  

Tabel. 2 Distribusi Frekuensi Kinerja Perawat 

Kinerja f % 

Kurang 24 36,9 

Baik 42 63,1 

Jumlah 65 100 

 Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa lebih dari separuh yaitu 41 (63,1 %) responden yang 

menyatakan kinerja di ruang rawat baik dan 24 (36,9%) responden yang menyatakan kinerja 

kurang. 

Tabel 3.Hubungan Perencanaan Kepala Ruangan dengan 

Kinerja Perawat 

Perencanaan 

kepala 

ruangan 

Kinerja Jumlah P  

Kurang Baik 

f % f % f %  

Kurang 15 53,6 13 46,4 28 100 0.021 

Baik 9 24,3 28 75,7 37 100 

Jumlah  24 36,9 41 63,1 65 100 

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa bahwa dari 37 responden memiliki perencanaan kepala 

ruangan yang baik terdapat 28  responden (75,7%) yang kinerja perawatnya baik dan 9 

responden (24,3%) yang memiliki kinerja  perawatnya kurang baik, sedangkan dari 28 

responden yang memiliki perencanaan yang kurang terdapat 13 responden (46,4%) yang 

kinerja perawatnya baik dan 15 responden (53,6%) yang memiliki kinerja perawatnya kurang. 

Berdasrkan hasil analisis dengan uji statistic Fisher Exact Test diperoleh nilai p = 0,021 

(p<0,05) artinya Ho di tolak dan Ha diterima, jadi ada hubungan fungsi perencanaan kepala 

ruangan dengan kinerja perawat pelaksana Di RSU Mayjen H.AThalib Kota Sungai Penuh. 

Hasil analisis Odds Ratio (OR) diperoleh responden dengan kinerja kurang berpeluang 2,202 

kali lebih besar untuk melakukan perencanaan dibandingkan dengan responden dengan kinerja 

baik. 

 

2.Pembahasan  

Indikator perencanaan membutuhkan suatu pengetahuan melalui suatu proses 

perencanaan yang berhubungan dalam suatu system, termasuk kedalamnya pemakaian standar 

pada situasi kerja. Seorang pimpinan yang efektif akan mampu membuat suatu strategi yang 

tangguh, menjadi perencana yang handal,motivator yang efektif, pengawas yang objektif dan 

rasional, penilai yang tidak dipengaruhi oleh pertimbangan subjektif dan emosional disamping 

keahlian pribadi yang lainnya. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Raodhah, 2018) menunjukkan bahwa 

perencanaan kepala ruangan sudah terencana dengan baik tetapi kinerja perawatnya masih 

kurang baik yaitu 10 responden (13.0%), hal ini dapat dipengaruhi oleh karakteristik perawat 

di ruang rawat inap seperti pendidikan, masa kerja serta pengetahuan perawat. Sesuai dengan 

teori motivasi dari Frederick Herzberg dalam penelitian (Henniwati & Eliza, 2020) 

menyatakan bahwa motivasi adalah suatu hal yang mempengaruhi seseorang untuk berprilaku, 

baik motivasi internal maupun motivasi eksternal. Motivasi internal meliputi, Pendidikan, 

pengetahuan dan pengalaman, sedangkan motivasi eksternal adalah lingkungan dan fasilitas. 

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa , ada hubungan fungsi 

manajemen kepala ruangan dengan kinerja perawat pelaksana Di RSU Mayjen H.AThalib 

Kota Sungai Penuh dengan hasil analisis dengan uji statistic Fisher Exact Test diperoleh nilai p 

= 0,000 (p<0,05) artinya Ho di tolak dan Ha diterima. Hasil analisis Odds Ratio (OR) 
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diperoleh responden dengan kinerja kurang berpeluang 3,919 kali lebih besar untuk melakukan 

fungsi manajemen dibandingkan dengan responden dengan kinerja baik. Penelitian ini sejalan 

dengan penelitian (Jakri & Timun, 2019) dengan hasil Analisa data menggunakan uji Chi-

square didapatkan nilai signifikansi variabel fungsi manajemen kepala ruangan dengan kinerja 

kerja perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan adalah p value 0,046 < α = 0,05. 

Kesimpulannya terdapat hubungan bermakna antara fungsi manajemen kepala ruangan dengan 

kinerja perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan di rawat inap Puskesmas 

Waelengga. 

Menurut teori manajemen dalam (Erita, 2019) bahwa Semua fungsi dari fungsi–fungsi 

manajemen di dalam layanan keperawatan adalah penting dan semuanya saling berhubungan 

sebagai suatu siklus yang sekuen dimulai dengan perencanaan dan diakhiri dengan evaluasi 

dan seterusnya. Penelitian (Fauziyah et al., 2021) menunjukan hasil analisis bivariat 

menggunakan korelasi Pearson menunjukan terdapat hubungan yang signifikan antara fungsi 

manajemen kepala ruangan dengan pelibatan pasien (p < 0,001). Kepala ruangan memiliki 

peranan penting dalam meningkatkan pelibatan pasien dalam asuhan keperawatan di masa 

pandemi Covid-19 dengan melakukan perencanaan, pengorganisasian, ketenagaan, 

pengarahan, dan pengawasan secara optimal. Dan penelitian (Parmin, 2019) menunjukan 

bahwa hasil analisa data menggunakan uji Chi-square didapatkan nilai signifikansi variabel 

fungsi manajemen kepala ruangan dengan kinerja kerja perawat dalam melaksanakan asuhan 

keperawatan  adalah p value 0,046 < α = 0,05. Kesimpulannya terdapat hubungan bermakna 

antara fungsi manajemen kepala ruangan dengan kinerja perawat dalam melaksanakan asuhan 

keperawatan di rawat inap Puskesmas Waelengga. Saran terhadap pihak puskesmas adalah 

perlu dilakukan peningkatan kemampuan fungsi manajemen kepala ruangan melalui pelatihan 

dan pengembangan konsep manajerial keperawatan. 

Indikator seorang kepala ruangan merupakan seorang tenaga keperawatan yang diberi 

tugas dan wewenang dalam mengatur dan mengendalikan kegiatan dalam suatu pelayanan 

perawatan, kepala ruangan juga merupakan seorang manajer operasional yang merupakan 

pimpinan yang secara langsung mengelola seluruh sumber daya yang ada di ruangan tersebut 

yang bertujuan untuk menciptakan kualitas dan mutu pelayanan yang baik. Kepala ruangan 

memiliki fungsi strategis untuk melakukan dan mendorong peningkatan dan pengembangan 

ruang perawatan yang dikelolanya untuk menuju pelayanan yang efektif dan efisien, dan 

tercipta kinerja perawat pelaksana dalam pemberian asuhan keperawatan. 

Menurut asumsi peneliti bahwa fungsi manajemen ini sangat penting sekali dan tetap 

harus di tingkatkan, karena untuk menilai mutu dan kualitas suatu ruangan atau rumah sakit 

bisa kita gunakan standar operasional yang ada sehingga tujuan dan harapan dalam pemberian 

tugas bisa berjalan dengan lancer. Diharapkan kepada manajer untuk dapat lebih meningkatkan 

wawasan dalam pelaksanaan keagitan pembetian pelayan asuhan keperawatan. 

Serta semuanya itu tidak jauh dari motivasi diri kepala ruangan untuk meningkatkan 

pelayanannya dan juga disertai dengan Pendidikan perawat yang memadai, yang memiliki 

ilmu pengetahuan dalam melaksanakan asuhan keperawatan sehingga kinerjanya akan baik 

dan dengan status kepagawaian yang sudah baik sehingga membuat perawat akan lebih rajin 

dalam bekerja sehingga kinerja perawat akan lebih baik. 

 

D.Penutup  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada hubungan fungsi manajemen 

kepala ruangan dengan kinerja perawat pelaksana Di RSU Mayjen H.AThalib Kota Sungai 

Penuh dengan hasil analisis dengan uji statistic Fisher Exact Test diperoleh nilai p = 0,000 

(p<0,05) artinya Ho di tolak dan Ha diterima. Hasil analisis Odds Ratio (OR) diperoleh 

responden dengan kinerja kurang berpeluang 3,919 kali lebih besar untuk melakukan fungsi 

manajemen dibandingkan dengan responden dengan kinerja baik. 
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Abstrak: Peraturan-peraturan terkait perkawinan dan warisan juga seringkali menggerus 

hukum adat Minangkabau. Hukum adat Minangkabau memiliki aturan-aturan yang khas dalam 

hal perkawinan dan pembagian warisan yang berbeda dengan aturan-aturan modern yang 

diberlakukan oleh pemerintah. Hal ini menyebabkan terjadinya konflik antara hukum adat dan 

hukum positif dalam masyarakat Minangkabau. Meskipun demikian, upaya untuk melestarikan 

hukum adat Minangkabau tetap dilakukan oleh sebagian masyarakat. Mereka berusaha untuk 

tetap mempertahankan nilai-nilai dan aturan-aturan hukum adat Minangkabau agar tidak 

tergerus oleh peraturan-peraturan modern. Selain itu, beberapa langkah juga telah diambil 

untuk mengakomodasi hukum adat dalam sistem hukum nasional agar kedua sistem hukum 

dapat berdampingan secara harmonis. Dengan demikian, peraturan yang menggerus hukum 

adat Minangkabau merupakan isu yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang bijaksana 

untuk menemukan titik temu antara hukum adat dan hukum positif. Pentingnya melestarikan 

warisan budaya dan kearifan lokal harus sejalan dengan upaya untuk membangun sistem 

hukum yang adil dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat. 

Kata Kunci: Tanah UIayat, Minangkabau, Hukum Negara, Hukum Keluarga. 

 

A. Pendahuluan  

Pergeseran paradigma tata kelola tanah adat Minangkabau ke dalam hukum negara 

merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk diamati. Sebagai masyarakat yang memiliki 

tradisi kuat dalam hal kepemilikan dan pengelolaan tanah, masyarakat Minangkabau telah 

lama menjalankan sistem tata kelola tanah berdasarkan adat dan tradisi yang turun-temurun. 

Namun, dengan semakin kompleksnya tuntutan zaman dan perkembangan hukum di 

Indonesia, terjadi pergeseran paradigma dalam tata kelola tanah adat tersebut.  

Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok 

Agraria, maka tata kelola tanah adat Minangkabau mulai mengalami perubahan signifikan. 

Undang-Undang tersebut memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk melakukan 

registrasi dan sertifikasi terhadap tanah adat, yang sebelumnya hanya diatur oleh adat dan 

tradisi lokal. Hal ini membawa konsekuensi besar terhadap tata kelola tanah adat 

Minangkabau, di mana kepemilikan dan pengelolaan tanah tidak lagi semata-mata berdasarkan 

pada adat, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek hukum negara. 

Dampak dari pergeseran paradigma ini sangatlah kompleks. Di satu sisi, penerapan 

hukum negara dalam tata kelola tanah adat dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih 

jelas bagi masyarakat dalam hal kepemilikan tanah. Namun, di sisi lain, hal ini juga 

menimbulkan konflik dengan nilai-nilai adat dan tradisi yang telah dijunjung tinggi oleh 

masyarakat Minangkabau selama berabad-abad.  

Selain itu, pergeseran paradigma ini juga membawa dampak terhadap struktur sosial 

masyarakat Minangkabau. Sebagai masyarakat matrilineal, sistem kepemilikan tanah adat di 

Minangkabau sangat erat kaitannya dengan garis keturunan ibu. Namun, dengan adanya 

campur tangan hukum negara dalam tata kelola tanah adat, hal ini juga mempengaruhi pola 

kepemilikan tanah secara keseluruhan. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa pergeseran paradigma tata kelola tanah adat Minangkabau 

ke dalam hukum negara merupakan sebuah proses yang kompleks dan penuh tantangan. 

Diperlukan pendekatan yang bijaksana dan komprehensif untuk menyeimbangkan antara nilai-

nilai adat dan tradisi dengan tuntutan hukum negara yang semakin berkembang. Hanya dengan 

dialog dan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat adat, maupun 
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pihak-pihak terkait lainnya, maka dapat ditemukan solusi yang adil dan berkelanjutan dalam 

mengelola tanah adat Minangkabau di tengah dinamika perkembangan zaman. 

 

B. Metodologi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum, untuk meneliti tentang pengaturan dan 

dampak tata kelola tanah ulayat Minangkabau dalam ruang hukum negera paradigma hukum 

keluarga. 

 

C. Hasil dan Pembahasan 

1.Pengaturan Tata Kelola Tanah Ulayat Minangkabau Dalam Ruang Hokum Negera 

Paradigma Hokum Keluarga  

Pengaturan tata kelola tanah ulayat Minangkabau dalam ruang hukum Negara mengikuti 

paradigma sinkronisasi hukum merupakan sebuah hal yang kompleks. Hal ini melibatkan 

penyesuaian antara sistem hukum adat yang telah lama berlaku di masyarakat Minangkabau 

dengan hukum positif yang berlaku di Negara. Proses sinkronisasi ini memerlukan kerjasama 

antara pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan yang adil dan 

berkelanjutan. Dengan demikian, pengaturan tata kelola tanah ulayat Minangkabau dalam 

ruang hukum Negara harus memperhatikan kearifan lokal dan kepentingan masyarakat secara 

keseluruhan. 

Pengaturan tata kelola tanah ulayat Minangkabau dalam ruang hukum Negara 

menghadapi paradigma sinkronisasi hukum yang kompleks. Tanah ulayat merupakan aset yang 

sangat berharga bagi masyarakat Minangkabau, karena bukan hanya sebagai sumber 

kehidupan ekonomi, tetapi juga memiliki nilai historis, budaya, dan sosial yang sangat penting. 

Namun, dalam konteks hukum negara, pengaturan tanah ulayat seringkali bertentangan dengan 

sistem hukum nasional yang lebih cenderung mengakui hak atas tanah secara individual. 

Salah satu permasalahan utama dalam pengaturan tata kelola tanah ulayat Minangkabau 

adalah konflik antara hukum adat dan hukum positif. Hukum adat yang mengatur tentang 

kepemilikan, penggunaan, dan warisan tanah seringkali bertentangan dengan hukum positif 

yang lebih mengakui hak atas tanah secara individual. Hal ini seringkali menimbulkan konflik 

antara masyarakat adat dengan pihak-pihak yang ingin memanfaatkan tanah ulayat untuk 

kepentingan bisnis atau pembangunan. Untuk mengatasi konflik ini, diperlukan upaya untuk 

menyelaraskan antara hukum adat dan hukum positif dalam suatu paradigma sinkronisasi 

hukum. Paradigma ini harus mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat adat dalam 

mempertahankan tanah ulayat mereka, sekaligus memenuhi kebutuhan pembangunan dan 

investasi di daerah tersebut. Langkah-langkah konkret seperti pembentukan regulasi yang 

mengakui eksistensi dan keberadaan tanah ulayat dalam hukum positif, serta mekanisme 

penyelesaian sengketa antara masyarakat adat dan pihak lain juga perlu diperkuat. 

Selain itu, perlu adanya pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif dalam proses 

pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan tanah ulayat. Masyarakat adat harus 

dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kebijakan-kebijakan 

yang dihasilkan dapat benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat 

adat. Hal ini juga akan memperkuat legitimasi hukum positif dalam mengakui hak-hak 

masyarakat adat atas tanah ulayat mereka. Dalam konteks globalisasi dan modernisasi, 

pengaturan tata kelola tanah ulayat Minangkabau dalam ruang hukum negara juga perlu 

memperhatikan aspek perlindungan lingkungan dan keberlanjutan. Pengelolaan tanah ulayat 

harus dilakukan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, sehingga dapat menjaga 

keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dengan pelestarian sumber daya alam dan 

lingkungan. 

Secara keseluruhan, pengaturan tata kelola tanah ulayat Minangkabau dalam ruang 

hukum negara memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Sinkronisasi antara 

hukum adat dan hukum positif harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan 

masyarakat adat, perlindungan lingkungan, serta kebutuhan pembangunan. Hanya dengan 

demikian, tanah ulayat Minangkabau dapat dikelola secara berkelanjutan dan memberikan 

manfaat maksimal bagi masyarakat setempat. Tata kelola tanah ulayat Minangkabau 
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merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat Minangkabau yang telah berlangsung 

secara turun-temurun. Tanah ulayat di Minangkabau memiliki peran yang sangat penting 

dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat adat. Pengaturan tata kelola tanah 

ulayat Minangkabau dalam ruang hukum Negara merupakan sebuah tantangan yang kompleks, 

mengingat adanya paradigma hukum keluarga yang dominan dalam sistem hukum Negara. 

Sebagai bagian dari kehidupan masyarakat adat, tanah ulayat memiliki nilai spiritual dan 

simbolis yang sangat kuat bagi masyarakat Minangkabau. Tanah ulayat bukan hanya sebagai 

sumber mata pencaharian, tetapi juga sebagai identitas dan warisan leluhur yang harus 

dilestarikan dan dijaga keberadaannya. Oleh karena itu, pengaturan tata kelola tanah ulayat 

harus memperhatikan nilai-nilai adat dan kearifan lokal yang telah menjadi bagian integral dari 

kehidupan masyarakat Minangkabau. Namun, dalam ruang hukum Negara, pengaturan tata 

kelola tanah ulayat sering kali bertentangan dengan paradigma hukum keluarga yang dominan. 

Hukum keluarga yang berlaku di Negara cenderung bersifat individualistik dan cenderung 

mengabaikan sistem kepemilikan tanah ulayat yang bersifat kolektif. Hal ini dapat 

menimbulkan konflik antara hukum adat dan hukum Negara, yang pada akhirnya dapat 

mengancam keberlangsungan tata kelola tanah ulayat Minangkabau. 

Untuk itu, diperlukan upaya untuk menyelaraskan antara pengaturan tata kelola tanah 

ulayat dengan paradigma hukum keluarga yang berlaku di Negara. Penyelarasan ini harus 

dilakukan dengan memperhatikan keunikan dan kekhasan tata kelola tanah ulayat 

Minangkabau, serta mengakomodasi nilai-nilai adat dan kearifan lokal dalam sistem hukum 

Negara. Selain itu, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat juga 

harus menjadi perhatian utama dalam penyelarasan ini. Dengan demikian, pengaturan tata 

kelola tanah ulayat Minangkabau dalam ruang hukum Negara paradigma hukum keluarga 

harus dilakukan secara hati-hati dan bijaksana, dengan memperhatikan kepentingan serta 

kebutuhan masyarakat adat. Upaya-upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat adat, dan 

berbagai pihak terkait lainnya juga perlu ditingkatkan guna mencapai kesepakatan yang adil 

dan berkelanjutan dalam pengaturan tata kelola tanah ulayat. Dengan demikian, diharapkan 

tata kelola tanah ulayat Minangkabau dapat tetap terjaga keberadaannya sebagai bagian yang 

tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Minangkabau. 

2.Dampak Pengaturan Tata Kelola Tanah Ulayat Minangkabau Dalam Ruang Hukum 

Negera Paradigma Hukum Keluarga  

Pengaturan tata kelola tanah ulayat Minangkabau memiliki dampak yang signifikan 

dalam ruang hukum Negara, terutama dalam paradigma hukum keluarga. Tanah ulayat 

merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat Minangkabau, yang memiliki sistem 

adat yang kuat dalam mengatur kepemilikan, pemanfaatan, dan warisan tanah. Dalam konteks 

hukum keluarga, pengaturan tata kelola tanah ulayat memainkan peran penting dalam 

menentukan hak waris dan kepemilikan tanah bagi anggota keluarga. Dampak pertama dari 

pengaturan tata kelola tanah ulayat Minangkabau dalam ruang hukum Negara paradigma 

hukum keluarga adalah dalam hal penentuan hak waris. Sistem adat Minangkabau mengatur 

secara khusus mengenai pewarisan tanah ulayat, dimana warisan tanah diatur berdasarkan 

garis keturunan matrilineal. Hal ini berbeda dengan sistem waris dalam hukum positif Negara 

yang cenderung bersifat patrilineal. Pengaturan tata kelola tanah ulayat ini mempengaruhi hak 

waris bagi anggota keluarga, terutama dalam hal pemberian bagian tanah kepada anak 

perempuan dan anak laki-laki. 

Selain itu, pengaturan tata kelola tanah ulayat juga memengaruhi kepemilikan tanah 

dalam konteks hukum keluarga. Tanah ulayat merupakan aset penting dalam kehidupan 

masyarakat Minangkabau, dan kepemilikan tanah ini turut memengaruhi status sosial dan 

ekonomi anggota keluarga. Dalam banyak kasus, kepemilikan tanah ulayat ditentukan 

berdasarkan garis keturunan dan adat istiadat yang telah ada sejak lama. Hal ini dapat menjadi 

pertimbangan penting dalam penyelesaian perkara perceraian, pembagian harta bersama, dan 

penentuan tanggungan hidup bagi anggota keluarga. Namun demikian, pengaturan tata kelola 

tanah ulayat juga dapat menimbulkan konflik dengan hukum positif Negara, terutama dalam 

hal perlindungan hak perempuan dan anak. Sistem pewarisan matrilineal dalam tanah ulayat 

dapat menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hak waris bagi perempuan dan anak, 
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yang sejalan dengan prinsip kesetaraan gender dan perlindungan anak dalam hukum keluarga 

Negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menyelaraskan antara pengaturan tata kelola 

tanah ulayat dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Negara guna memastikan perlindungan 

hak-hak anggota keluarga secara adil dan merata. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan tata kelola tanah ulayat 

Minangkabau memiliki dampak yang signifikan dalam ruang hukum Negara paradigma hukum 

keluarga. Sistem adat yang mengatur kepemilikan, pemanfaatan, dan warisan tanah ulayat 

memainkan peran penting dalam menentukan hak waris dan kepemilikan tanah bagi anggota 

keluarga. Namun demikian, perlu adanya upaya untuk menyelaraskan antara pengaturan tata 

kelola tanah ulayat dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Negara guna memastikan 

perlindungan hak-hak anggota keluarga secara adil dan merata. Untuk melindungi dampak 

pengaturan tata kelola tanah ulayat Minangkabau dalam ruang hukum negara paradigma 

hukum keluarga, langkah-langkah berikut dapat diambil. 

a.Pertama, perlu adanya pengakuan secara hukum atas hak ulayat sebagai bagian dari hukum 

positif di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan melalui revisi atau pembuatan undang-

undang yang mengakui hak ulayat secara jelas dan tegas.  

b.Kedua, perlunya pembentukan lembaga yang bertanggung jawab dalam mengatur tata 

kelola tanah ulayat, seperti adat atau lembaga adat yang diakui secara resmi oleh 

pemerintah. Lembaga ini dapat menjadi mediator antara masyarakat adat dengan 

pemerintah dalam hal pengaturan tata kelola tanah ulayat.  

c.Ketiga, pentingnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam tata kelola tanah 

ulayat. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa perempuan memiliki akses 

dan hak yang sama dalam kepemilikan dan pengelolaan tanah ulayat.  

d.Keempat, perlu adanya pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai adat dengan sistem 

hukum nasional. Hal ini dapat dilakukan melalui pendekatan hukum adat yang tidak 

bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional.  

e.Kelima, perlunya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga 

tata kelola tanah ulayat dan hak-hak yang terkait dengannya.  

 

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tata kelola tanah ulayat Minangkabau 

dapat terlindungi dalam ruang hukum negara paradigma hukum keluarga. Untuk menghindari 

terjadinya pergeseran paradigma tata kelola tanah adat Minangkabau ke dalam hukum negara, 

diperlukan beberapa mekanisme yang dapat dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah, 

masyarakat adat, dan pihak terkait lainnya. Pertama-tama, penting untuk memastikan 

perlindungan hukum bagi tanah adat secara jelas di dalam undang-undang. Hal ini dapat 

dilakukan dengan mengakomodasi hak-hak masyarakat adat dalam undang-undang yang 

mengatur tentang tata kelola tanah dan sumber daya alam. Dengan demikian, keberadaan tanah 

adat tidak hanya diakui secara de facto, tetapi juga secara de jure. 

Selain itu, perlu adanya mekanisme yang memungkinkan partisipasi aktif masyarakat 

adat dalam pengambilan keputusan terkait dengan tata kelola tanah mereka. Hal ini dapat 

dilakukan melalui pembentukan lembaga-lembaga partisipatif yang mewakili kepentingan 

masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan tanah adat. 

Dengan demikian, keputusan-keputusan yang diambil akan lebih memperhatikan kepentingan 

dan kebutuhan masyarakat adat, sehingga dapat menghindari terjadinya pergeseran paradigma 

tata kelola tanah adat ke dalam hukum negara yang cenderung mengabaikan keberadaan dan 

hak-hak masyarakat adat. 

Selain itu, perlu adanya upaya untuk memperkuat kapasitas masyarakat adat dalam 

mengelola tanah mereka sendiri. Hal ini dapat dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan 

masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk melalui pendidikan dan 

pelatihan mengenai tata kelola tanah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dengan 

demikian, masyarakat adat akan lebih mampu untuk mengelola tanah mereka sendiri sesuai 

dengan nilai-nilai dan tradisi adat mereka, sehingga dapat menghindari terjadinya pergeseran 

paradigma tata kelola tanah adat ke dalam hukum negara yang cenderung mengarah pada 

eksploitasi dan degradasi lingkungan. 
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Terakhir, diperlukan adanya mekanisme penegakan hukum yang efektif untuk 

melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui 

penguatan lembaga-lembaga penegak hukum yang memiliki kapasitas untuk menegakkan hak-

hak masyarakat adat atas tanah mereka, serta melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang 

cepat dan adil. Dengan demikian, masyarakat adat akan merasa lebih aman dan terlindungi 

dalam mempertahankan hak-hak atas tanah adat mereka, sehingga dapat menghindari 

terjadinya pergeseran paradigma tata kelola tanah adat ke dalam hukum negara yang 

cenderung menimbulkan konflik dan ketidakadilan. Dengan melakukan berbagai mekanisme 

tersebut secara bersama-sama, diharapkan dapat menghindari terjadinya pergeseran paradigma 

tata kelola tanah adat Minangkabau ke dalam hukum negara. Hal ini akan memastikan 

keberlanjutan tata kelola tanah adat sesuai dengan nilai-nilai dan tradisi masyarakat adat, serta 

memberikan perlindungan hukum yang sesuai bagi masyarakat adat dalam mengelola tanah 

mereka. 

Peraturan yang menggerus hukum adat Minangkabau merupakan isu yang sensitif di 

masyarakat Minangkabau. Hukum adat Minangkabau merupakan warisan budaya yang turun-

temurun dan diatur oleh aturan-aturan yang telah ada sejak zaman nenek moyang. Namun, 

dengan adanya peraturan-peraturan modern yang diberlakukan oleh pemerintah, hukum adat 

Minangkabau seringkali tergerus dan tidak lagi diakui secara penuh. Salah satu contoh 

peraturan yang menggerus hukum adat Minangkabau adalah dalam hal penyelesaian sengketa 

tanah. Hukum adat Minangkabau memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan sengketa 

tanah yang diatur oleh adat istiadat yang berlaku. Namun, dengan adanya peraturan-peraturan 

negara yang mengatur tentang kepemilikan tanah, seringkali hukum adat Minangkabau tidak 

lagi diakui dan digantikan oleh hukum positif yang diberlakukan oleh pemerintah. 

 

D. Penutup 

Peraturan-peraturan terkait perkawinan dan warisan juga seringkali menggerus hukum 

adat Minangkabau. Hukum adat Minangkabau memiliki aturan-aturan yang khas dalam hal 

perkawinan dan pembagian warisan yang berbeda dengan aturan-aturan modern yang 

diberlakukan oleh pemerintah. Hal ini menyebabkan terjadinya konflik antara hukum adat dan 

hukum positif dalam masyarakat Minangkabau. Meskipun demikian, upaya untuk melestarikan 

hukum adat Minangkabau tetap dilakukan oleh sebagian masyarakat. Mereka berusaha untuk 

tetap mempertahankan nilai-nilai dan aturan-aturan hukum adat Minangkabau agar tidak 

tergerus oleh peraturan-peraturan modern. Selain itu, beberapa langkah juga telah diambil 

untuk mengakomodasi hukum adat dalam sistem hukum nasional agar kedua sistem hukum 

dapat berdampingan secara harmonis. Dengan demikian, peraturan yang menggerus hukum 

adat Minangkabau merupakan isu yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang bijaksana 

untuk menemukan titik temu antara hukum adat dan hukum positif. Pentingnya melestarikan 

warisan budaya dan kearifan lokal harus sejalan dengan upaya untuk membangun sistem 

hukum yang adil dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


